
 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 

NOMOR  5 TAHUN  2011        

 

TENTANG 

 

PAJAK REKLAME 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBRANA, 

 

Menimbang : a. bahwa Pajak Reklame merupakan sumber pendapatan 

daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip 

demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 

masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan 

potensi daerah; 

  b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Jembrana Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, 

telah tidak sesuai dengan hukum masyarakat saat ini 

sehingga perlu ditinjau kembali;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  

dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan 

Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pajak Reklame; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3987); 



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 

2006 tentang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 

dan 

BUPATI JEMBRANA 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PAJAK REKLAME. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 
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3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Jembrana. 

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang 

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 

7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran 

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah. 

8. Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Objek Pajak 

adalah semua penyelenggara reklame.  

9. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 

dikenakan pajak. 

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender. 

12. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang 

menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan 

komersial, memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan 

suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian 

umum kepada suatu barang, jasa yang ditempatkan atau yang 

dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh 

umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 

13. Panggung/lokasi Reklame adalah sesuatu sarana atau tempat 

pemasangan satu atau beberapa buah Reklame. 
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14. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan hukum 

yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya 

sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

15. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai 

dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan 

untuk pemasangan Reklame. 

16. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan 

pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik 

atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah 

biaya / harga beli bahan Reklame, konstruksi, instalasi listrik, 

pembayaran/ongkos perbaikan, pemancaran, peragaan, 

penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi 

pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan 

Reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan 

atau terpasang ditempat yang telah diizinkan. 

17. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang 

ditetapkan pada titik lokasi pemasangan lokasi Reklame 

tersebut berdasarkan kreteria kepadatan pemanfaatan tata 

ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. 

18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD 

adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan 

pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas 

daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah 

pajak terhutang. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 

lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya 

terhutang. 

21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, 

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi 

administrasi berupa bunga dan atau denda. 

22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 

kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku 

yang tidak sama dengan tahun kalender. 

23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 

saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian 

Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 
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24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak 

kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

 

Pasal 2 

Setiap penyelenggara reklame dengan dipungut bayaran atau 

seharusnya dibayar, dikenakan pajak dengan nama Pajak Reklame. 

 

Pasal 3 

(1)   Objek Pajak mencakup  penyelenggaraan reklame. 

(2) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi  

a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan 

sejenisnya; 

b. reklame kain dan sejenisnya;  

c. reklame selebaran; 

d. reklame berjalan; 

e. reklame udara; 

f. reklame suara; 

g. reklame film/slide;  

h. reklame peragaan;  

 (3) Dikecualikan dari objek pajak meliputi : 

a. penyelenggaraan Reklame  dan promosi yang diselenggarakan 

oleh Institusi/Lembaga  Pemerintahan Pusat dan 

Institusi/Lembaga  Pemerintahan Daerah; penyelenggaraan 

Reklame melalui internet, televisi, radio, majalah, tabloid 

dan surat kabar; penyelenggara reklame yang semata-mata 

memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan; 

b. penyelenggara reklame yang semata-mata mengenai 

kepemilikan dan peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya 

tidak melebihi 1 M² (satu meter persegi) dan diselenggarakan 

diatas tanah tersebut; 

c. penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama 

dan/atau pekerjaan orang  yang menempati tanah/bangunan 

dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan 

luasnya tidak melebihi dari 1 M ² (satu meter persegi); 

d. pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan tanpa sponsor dari 

dunia usaha; 
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